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Kedaulatan Rakyat (Hal.10)

YOGYA (KR) - Kehi-
jakan pemerintah pusat
soal Inpres No 172025 ten-
tang efisiensi belanja tidak
bisa dipungkiri mempe-
ngaruhi beberapa sektor.
Kondisi itu menuntut para

il kebijakan un-
tuk cermat dalam pe-
ngelolﬁn anggaran dan
membuat skala prioritas.

Pemda DIY berharap
pertumbuhan  ekonomi
wilayah tidak berdampak
akibat kebijakan efisiensi
belanja. Hal itu diyakini,
karena masyarakat DIY
memiliki daya tahan
ekonomi yang luar biasa.

HADAPI EFISEENSI ANGGARAN

Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terdampak

mi wilayah sebagai imbas
kebijakan efisiensi
anggaran, Hanya saja
Pemda DIY masih belum
menyelesaikan refocusing
anggaran yang tenggat
waktunya sampai 10
Februari, sehingga belum
bisa memperkirakan
dampaknya. Saya optimis
masyarakat DIy
bisa.Tahun lalu deflasi
enam bulan berturut-turut
tidak sampai resesi kok,”

kata Sekda DIY Beny
Suharsono, Jumat (7/2).

ya melakukan intervensi
untuk menjaga stabilitas
ekonomi,

Sabtu, 08 Februari 2025

Pihaknya berharap, ke-
tahanan ekonomi masya-
rakat dapat kembali teru-
lang, meskipun berbagai
upaya lain juga akan
diusahakan, “Kalau untuk
Yogya kan tumbuhnya ke-
cil dan pelan, tapi
berdampak, itu identik ju-
ga dengan penurunan ke-
miskinan. Memang agak
sedikit aneh karena berbe-
da dengan daerah lain,
tapi memang realita di la-
pangan seperti itu. Oleh
karena itu, kamiterus ber-
upaya menjaga stabilitas
ekonomi,” ungkapnya.
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